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KUESIONER

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi

Terimakasih kepada Bapak/Ibu, telah berkenan meluangkan waktu untuk
mengisi daftar pertanyaan/pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan
yang sesuai pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia
dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/ Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat
diberikan pada pilihan yang paling mendekati, Jawaban dituangkan dalam bentuk
skala Ordinal berupa angka antara 1 s.d 4 dimana semakin besar angka
menunjukan semakin setuju responden terhadap pertanyaan/pernyataan.

Dalam pernyataan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Dairi dibagi menjadi 4 (empat) variabel. Variabel pertama
Komunikasi, variabel kedua Sumber Daya, variabel ketiga Disposisi dan variabel
keempat adalah Struktur Birokrasi. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

(STS) (TS) (S) (SS)
Keterangan | Sangat Tidak Tidak Setuju Sangat
Setuju Setuju Setuju
Skor 1 2 3 4
A. Identitas Responden
1. Nomor Responden e (Diisi oleh Peneliti)
2. Jenis Kelamin : O Pria 0 Wanita
3. Usia e Tahun
4. Riwayat Pendidikan : 0 SMA/Sederajat o D1-D3 o Sl
oS2 oS3
5. Jabatan : 0 Pimpinan SKPD

o Kasubbag Keuangan SKPD
o Bendahara Pengeluran SKPD
B. Daftar Pernyataan/ Pertanyaan

Komunikasi

Penilaian
Pernyataan STS TS S SS

(1 2) (€) (4)

1. Adanya  DIPPEKA  sebagai
SKPKD  yang  mengadakan
sosialisasi dan pelatithan Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah
(SIKD) pada SKPD

2. Adanya sosilisasi dan pelatihan
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Sistem  Informasi  Keuangan
Daerah  (SIKD) harus terus
dilakukan ~ untuk  menyikapi
peraturan-peraturan yang selalu
dinamis

. Adanya materi sosialisasi dan
pelatithan  Sistem  Informasi
Keuangan Daerah (SIKD) yang
disampaikan mudah dipahami

. Adanya dukungan Pimpinan
kepada staf untuk terlaksananya
Sistem  Informasi  Keuangan
Daerah (SIKD)

. Adanya kejujuran dan tekad staf
untuk melaksanakan tugas dari
Pimpinan untuk terlaksananya
Sistem  Informasi  Keuangan
Daerah (SIKD)

Sumber Daya
Penilaian
Pernyataan STS TS S SS
) 2 3) 4)

. Adanya jumlah staf dalam
melaksanakan Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD) sudah
memadai

. Adanya kemampuan Staf khusus
Teknologi  Informasi  dalam
mendukung terlaksanannya
Sistem  Informasi  Keuangan
Daerah (SIKD)

. Adanya Sarana dan prasarana
dalam  melaksanakan  Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah
(SIKD) yang sudah memadai

. Adanya Anggaran dalam
melaksanakan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)
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Disposisi

Penilaian

Pernyataan

STS

TS S

SS

@)

2) (€)

(4)

. Adanya Komitmen Pimpinan
untuk  melaksanakan  Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah
(SIKD) yang berkelanjutan

. Adanya tanggungjawab bersama
Pimpinan  dan Staf  atas
keberhasilan/ kegagalan
melaksanakan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

Adanya penempatan staf yang
sesuai dengan kemampuan untuk
melaksanakan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

Adanya insentif pada staf pelaksana
dalam melaksanakan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Struktur Birokrasi

Penilaian

Pernyataan

STS

TS S

SS

@)

2) (€)

(4)

. Adanya  Standar  Operating
Procudure (SOP) dalam
melaksanakan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

. Adanya pembagian tugas dan
fungsi (tupoksi) yang jelas dalam
melaksanakan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

. Adanya Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD) yang
terintegrasi antara pemerintah
daerah dengan pemerintah pusat
(Single System)
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